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Skripsi yang ditulis  dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 
Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia” 
merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. 
Rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana pertimbangan hukum Hakim 
dalam memutus perkara mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam 
putusan pengadilan negeri Yogyakarta No. : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk? dan rumusan 
masalah yang kedua yaitu, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap 
pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi 
jaminan fidusia dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta No. 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk?  
Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research). Tehnik yang 
digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca, memahami 
dari kumpulan data yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam 
melakukan penelitian ini. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis 
menggunakan analisis kualitatif  dengan metode deduktif, yaitu menjelaskan dari 
kereangan yang umum menjadi khusus. Anlisis yang telah dilakukan kemudian 
disimpulkan menggunakan teori hukum pidana Islam.  
Hasil penelitian menyimpulkan data dari putusan pengadilan negeri 
Yogyakarta  Nomor. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tentang tindak pidan. Terdakwa yang 
telah terbukti dan mengaku bersalah dalam pengadilan telah melanggar pasal 35 UU 
No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 bulan 
penjara dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan 
hukum hakim dalam menentukan sanksi, putusan tersebut sudah tepat, meskipun dari 
segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan analisis 
hukum pidana islam pertimbangan Hakim sesuai dengan rukun syar’i hukum pidana 
Islam. Yaitu unsur formil, unsur materiil 3. unsur moril dan dalam hukum pidana 
Islam sanksi ini masuk dalam kategori jarimah ta’zi>r 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas hendaknya penegak hukum dalam 
memutus suatu sanksi hukuman untuk memberikan sanksi sesuai berdasarkan 
beratnya tindak pidana tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap 
pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi hal yang serupa karena tindak pidana 
yang berkaitan dengan melanggar perjanjian ini menyangkut tindak pidana kejahatan 
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Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi 
yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 
A. Konsonan 
No Arab Indonesia Arab Indonesia 
1. ا ‘ ط t} 
2. ب b ظ z} 
3. ت t ع ‘ 
4. ث th غ Gh 
5. ج j ؼ F 
6. ح h} ؽ Q 
7. خ kh ؾ K 
8. د d ؿ L 
9. ذ dh ـ M 
10. ر r ف N 
11. ز z ك W 
12. س s ق H 
13. ش sh ء ’ 
14. ص s{ ي Y 
15. ض d{   
Sumber:  kate L. Turabian A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987). 
 
B. Vokal 
1. Vocal Tunggal (monoftong) 
Tanda dan Huruf 
Arab 
Nama Indonesia 
  َ  fath{ah A 
  َ  Kasrah I 

































  َ  d{amah U 
Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 
hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf berh{arakat sukun. 
Contoh: iqtid}a>’ (ءاضتقا ) 
 
2. Vocal Rangkap (diftong) 
Tanda  dan Huruf 
Arab 
Nama Indonesia Ket. 
 ْيػَػػػػػػْ fath}ah dan ya’ ay a dan y 
 ْوػػَػػػػػػ fath}ah dan wawu aw a dan w 
Contoh : bayna  ( ينب ) 
  : mawd}u>‘ (  عوضوم ) 
 
3. Vocal Panjang (mad) 
Tanda dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Keterangan 
اػػػَػػػػػػػ fath}ah dan alif a> a dan garis di atas 
يػػِػػػػػػػػ kasrah dan ya’ i> i dan garis di 
bawah 
وػػُػػػػػػػػ d{ammah dan wawu u> u dan garis di atas 
Contoh : al-jama>‘ah  ( ةعاملجا ) 
  : takhyi>r   ( بريتخ ) 
  : yadu>ru  ( رودي ) 
 
C. Ta’ Marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a>f) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h. 

































Contoh : shari>‘at al-Isla>m (ملاسلاا ةعيرش) 
  : shari>‘ah isla>mi>yah  (  ةعيرشةيملاسءا ) 
 
D. Penulisan Huruf Kapital 
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat 
yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan 
yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama, tempat, judul 
buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.  
 
 

































BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perjanjian adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 
masyarakat sekarang ini, karena masyarakat dewasa ini sering membuat 
perikatan yang berasal dari perjanjian. Perjanjian inipun harus melalui 
mekanisme yang diatur dalam suatu peraturan hukum kontrak guna untuk 
menjadi pedoman para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuannya ada di 
dalam Pasal 1313 Bab kedua dari buku ketiga kitab undang-undang hukum 
perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum 
dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab 
yang halal. 
Perjanjian sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu perjanjian bernama 
dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang 
memiliki nama khusus yang diatur dalam buku ketiga KUHPdt. Perjanjian 
bernama terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah perjanjian pinjam-
meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam sama halnya dengan perjanjian hutang 
piutang. Kreditur di perjanjian hutang-piutang dalam memberikan pinjaman 
kepada debitur menginginkan suatu jaminan untuk menjaga kepastian 


































pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan tersebut terdiri dari 2 jenis ya itu 
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. 
Jaminan kebendaan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu 
jaminan atas benda bergerak dan jaminan  atas benda tidak bergerak. Salah satu 
bentuk jaminan yang tergolong dalam jaminan atas benda tidak bergerak adalah 
jaminan fidusia. Pasal 28 Undang-undang tentang Jaminan fidusia menyatakan 
bahwa apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan fidusia lebih dari 1 
(satu) perjanjian Jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu 
mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Misalkan dalam suatu 
perjanjian utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia terdapat obyek 
jaminan  berupa kendaraan bermotor yaitu mobil, dimana hak milik atas benda 
yang menjadi obyek jaminan tersebut telah berpindah kepada penerima fidusia 
walaupun benda itu ada di bawah kekuasaan pemberi fidusia. Hak milik atas 
obyek jaminan telah berpindah kepada penerima fidusia, maka dapat dikatakan 
bahwa penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjaminkan obyek jaminan 
tersebut kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian penjaminan yang lain 
daripada perjanjian penjaminan sebelumnya, sehingga penerima fidusia tersebut 
bertindak sebagai debitur dalam perjanjian penjaminan lain. 
Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang 
berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda obyek jamina tetap 
berada di tangan debitur. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1152 BW di dalam 


































lembaga gadai benda obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur, yang 
menyebutkan : ‚Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang 
bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasan si 
berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua 
belah pihak‛.  
Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap 
dalam kekuasaan si berpiutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas 
kemauan si berpiutang
1
.   
Perjanjian jaminan fidusia juga salah satu kegiatan keperdataan yang 
memiliki ancaman pidana sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 
42 tahun 1994 tentang Jaminan fidusia BAB IV yaitu kentuan pidana, dalam 
pasal 35 – 36. Pasal 35 : setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, 
mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan 
secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak 
melahirkan perjanjian Jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah). Pasal 36 : Pemberi fidusia yang mengalihkan, 
menggandakan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan 
                                                          
1
 Djuhaenda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan benda lain yang melekat pada 
tanah dalam konsepsi penerapan atas pemisahan horizontal. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) 
285.  


































tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah).  
Ancaman yang tertera dalam pasal 35-36 undang-undang 42 tahun 1999 
tentang jaminan fidusia kita tahu ancaman yang harus diterima oleh para pihak 
apabila memaberikan keterangan secara menyesatkan, atau membuat perjanjian 
diluar sepengatahuan pihak yang lain. 
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber pada Al-Qur’an dan 
hadith. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada 
hukumannya, dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan 
istillah jari>mah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang  
diancam oleh Allah dengan hukuman ha>dd atau ta’zi>r. 
Pada umumnya, para ulama membagi jari>mah berdasarkan aspek berat 
dan ringannya hukuman serta diteaskan atau tidaknya oleh Al Qur’an atau 
Hadith, dalam hal dibagi menjadi tiga macam, yakni :  
1. Jari>mah hudu>d, meliputi perzinahan, qozaf (menuduh zina), minum 
khamr (minuman keras), pencurian, perampokan pemberontakan dan 
murtad. 
2. Jari>mah qis{a>s}/diyat, meliputi pembunuahn sengaja, pembunuhna semi 
sengaja 


































Sedangkan dalam hukum Islam, jaminan fidusia biasa disebut  dengan 
Rahn Tasjily, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn tasjily atau 
Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi yaitu jaminan dalam bentuk 
barang atas uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima 
jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan 
tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.  
Hukum pidana Islam terdapat tiga delik jari>mah yaitu, jari>mah hudud, 
jari>mah kisas dan diat serta jari>mah takzi>r. Adapun yang dimaksud dengan 
jari>mah takzi>r adalah hukuman atas jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syarak.
2
 Jari>mah adalah adalah tindakan-tindakan yang 
melanggar perbuatan-perbuatan dalam hubungan dengan tuhannya dengan 
dirinya dan dengan manuisa lainnya
3
.  
Dikalangan fuqaha, jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan 
oleh syarak dinamakan jari>mah takzi>r, jadi, istilah takzi>r bisa digunakan untuk 
hukuman dan bisa juga untuk jari>mah (tindak pidana). Sanksi hukuman dalam 
takzi>r tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak 
hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai 
seberat-beratnya, oleh karena itu jari>mah takzi>r merupakan hukuman bagi 
                                                          
2
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Garafika, 2004), 249. 
3
 Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terjemahkan Samsuddin, 2, t.tp., t.t. 


































perbuatan jari>mah yang tidak ada ketetapannya dalam nash tentang 
hukumannya
4
.    
Kasus yang penulis ambil dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 
: 10/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk. terdakwa (debitur) melanggar pasal ke-35 undang-
undang tersebut, yaitu benda dalam hal ini mobil yang menjadi jaminan fidusia 
dialihkan kepemilikannya dan hal tersbut diketahui oleh pihak kreditur yang pada 
akhirnya tidak dapat melahirkan perjanjian jaminan fidusia.   
Jika pemberi fidusia telah memenuhi kewajibannya denan baik dan tiba 
saatnya bagi penerima fidusia untuk mengembalikan obyek jaminan kepada 
pemberi fidusia sedangkan benda itu telah diganti status kepemilikannya kepada 
orang lain tanpa sepengetahuan pihak penerima fidusia, hal tersbut bertentangan 
dengan pasal 35 undang-undang republic Indonesia tentang jaminan fidusia No. 
42 tahun 1999, yang ancamannya maksimal 5 tahun dan minimal 1 tahun, maka 
apa yang terjadi jika hakim memutus dibawah batas minimal dari undang-undang 
republik Indonesia?  
Berdasarkan dari pemaparan di atas, ditambah dengan masih sangat 
sedikitnya tugas akhir mahasiswa ligkungan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya yang mengangkat tentang Jaminan fidusia, sekaligus 
memperkaya pemahaman Mahsiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA 
tentang ancaman pidana dalam jaminan fidusia. Sehingga penulis ingin lebih jauh 
memaparkan bagaimana hakim memutus perkara jaminan fidusia pasal 35 




Muhammad Syahrur , Limitasi Hukum Pidana Islam, (Semarang:Wali songo Pers, 2008), 34. 


































undang-undang jaminan fidusia lebih rendah dari ketentuan yang ada, dengan hal 
tersebut maka penulis ingin menulis dan menyusun skripsi dengan judul ‚Analisis 
Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan 
Jaminan Benda Yang Menjadi Jaminan fidusia, (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Yogyakarta Nomor: 10/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk.)‛     
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Supaya skripsi ini mudah untuk dipahami dan agar pembahsan tidak 
terlalu melebar, maka perlu penulis batasi masalah dalam karya tulis ini yang 
akan penulisa sajikan yaitu : 
1. Sanksi tindak pidana penyalahgunaan benda jaminan fidusia, menurut 
undang-undang tentang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 
2. Sanksi tindak pidana penyalahgunaan benda jaminan fidusia menurut 
hukum Islam  
3. Unsur tindakan dalam penyalahgunaan benda yang menjadi jaminan 
fidusia 
4. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
penyalahgunaan benda yang menjadi jaminan fidusia, dalam putusan 
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk 
5. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Benda Jaminan fidusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk 
Setelah  diidentifikasi dan dibatsi masalah yang telah penulis sampaikan 
di depan maka penulis mencoba fokus dalam identifikasi ini pada 2 (dua) poin 


































terakhir yaitu poin ke-4 dan ke-5, hal ini untuk memudahkan penulis dalam 
menyampaikan masalah yang menjadi keresahan penulis. 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam putusan 
Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 
Hakim tentang sanksi tindak pidana mengalihkan benda jaminan fidusia 
dalam Putusan Pengadilan Yogyakarta No : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 
tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang 
akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi 
secara mutlak, dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan 
penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang 
dilakukan penulis, diantaranya adalah :  
1. Implementasi pemberian kredit dengan  jaminan fidusia yang diikat di 
bawah tangan (Studi Pada PT. BRI (Persero) Tbk, unit sukoharjo kantor 
cabang pringsewu) 


































2. Lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif 
(UIN Raden Intan Lampung) 
E. Tujuan Penelitian  
1. Memahami pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam putusan 
Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. 
2. Memahami analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 
Hakim tentang penyalahgunaan benda jaminan fidusia dalam putusan 
pengadilan Yogyakarta No. : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. 
F. Definisi Operasional 
Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu 
adanya pendifisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam 
penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang tentang arah 
dan tujuan penulisan skripsi ini. Sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam 
memahami maksud penulisan ini.  
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul tersebut maka 
perlu penulis uraikan judul tersebut sebagai berikut : 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah, 
yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 


































kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat 
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum 
yang terperinci dari Al Qur’an dan hadith.5 Sementara menurut Abdul 
Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah 
suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan 
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya,
6
 dalam hal ini hukum pidana 
islam yang penulis pakai adalah ta’zi>r, ta’zi>r adalah  
2. Jaminan Fidusia 
Fidusia adalah lembaga jamiann yang bersifat perseorangan, bukan 
bersifat kebendaan (ia terlingkup dalam persoonlijk recht).7 Pada pasal 1 
angka (1) undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
8
 Penulis 
mengambil kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk, yang mana kasusnya kurang lebih seperti 
berikut : 
Terjadi tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, 
menghilangkan atau dengan sengaja atau dengan cara apapun memberikan 
                                                          
5
  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 
6
  Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islami, (Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 
1,t.t,), 67. 
7
 Jhon Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembanguan Hukum, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008),4.   
8
 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: SInar Grafika, 2008), 151. 


































keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh 
salah satu pihak tidak akan melahirkan jaminan fidusia. Modusnya yaitu 
membaliknamakan benda jaminan fidusia dalam hal ini mobil avanza 
kepada pihak lain tanpa sepengatahuan si pemberi fidusia. Dwi Candra 
Witati, yang tinggal di Bintaran Wetan Rt 02 Desa Srimulyo Kec. 
Piyungan Kab. Bantul, dalam hal ini perempuan 39 tahun ini menjadi 
terdakwa yang melanggar pasal 35 undang-undang No. 42 Tahun 1999 
tentang jaminan fidusia. 
Modus pelaku yakni pelaku ingin membeli mobil avanza hitam No. 
Pol. AB-1388-IE tahun 2008 kepada saksi Muhammad Nur Faiq seharga 
Rp 135.000.000,- yang saat itu Muhammad Nur Faiq sedang 
membutuhkan uang untuk usaha milik saksi, Terdakwa membeli mobil 
tersebut dengan cara leasing, saat itu terdakwa yang kemudian 
mengajukan permohonan pembiyaan konsumen kepada PT Astindo 
Nusantara Jaya Finance (ANFJ) (sekarang PT Mitra Pinasthika Mustika) 
yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 09 Rt 121 Rw 03 Gowangan Jetis 
Yogyakarta, tindak pidana khusus 
Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, yaitu 
hukum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang 
tertentu, dalam penjelasan yang lain hukum pidana khusus adalah 
perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau 
tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.  


































Untuk hal ini ancaman pidana dalam pasal 35 undang-undang No. 2 
tentang jaminan fidusia masuk dalam kategori hukum pidana khusus, 
yang berbunyi : 
‚Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara 
menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak 
melahirkan perjanjian Jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda 
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)‛ 
Muatan dari ancaman pidana tersebut diatur dalam undang-undang 
khusus dan megenai orang-orang tertentu, yaitu dibatasi hanya pada 
orang-orang yang menjalankan transaksi jaminan fidusia.      
G. Metode Penelitian 
Metode adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam 
rangka untuk mengumpukan informasi atau data serta melakukan investigasi 
pada data yang telah didapatkan tersebut. 
1. Metode Pengumpulan Data 
Riset ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Hal 
yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah pengkajian informasi 
tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 
normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan 
obyek penilitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku 


































pustaka, majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang segala 
permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu tetang pengaliahn benda yang menjadi jaminan fidusia yang 
dilakukan oleh kreditur kepada debitur secara menyesatkan yang akan 
disusun dan dikaji secara komperhensif.
9
 
2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah library research 
yang menjelaskan secara sistematis, normatif, dan berbasis peraturan 
perundang-undngan. 
3. Data yang kumpulkan 
a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tantang pengalihan benda yang menjadi 
jaminan fidusia. 
b. Ketentuan tentang takzi>r dalam hukum pidana islam 
4. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum 
primer dan sekunder. 
a. Bahan hukum primer 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004), 81 


































Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, 
artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, 
putusan hakim.
10
 dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu : 
1) Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 
10/Pid.Sus/2016/PN Yyk. 
2) Perundang-undangan :  
a) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan 
fidusia  
b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan 
hukum pidana  
c) Al-Qur’an dan hadith 
d) Kitab undang-undang hukum perdata  
b. Bahan hukum sekunder  
Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud 




Data sekundernya adalah data dokumen yang menjelaskan data 
primer. Adapun yang akan digunakan adalah karya-karya para ulama’ 
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 Dyah Octoriani Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),52 
11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009) Cet ke 8, 137  


































dan cenedkiawan, kamus, artikel, media cetak dan media televisi serta 
yang lainnya yang berkaitan dengan pembahsan dan membantu dalam 
pembahasan. Mengenai refrensi diantaranya yaitu : 
1) Buku :  
a) Ahmad Hanafi, asas-asas hukum pidana Islam. 
b) Zainuddin Ali, hukum pidana Islam. 
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang 
Rahn Tasjily 
5. Teknik Pengolahan Data 
Mengmpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik 
sebagai berikut :  
a. Metode Pengolahan Data  
Pengolahan data dapat dapat diartikan sebagai rangkaian 
proses mengelola data yang diperoleh kemudian dan 
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 
penelitian ini sebagai berikut. 
1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan berbagai 
literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang 
akan masuk dalam pembahasan. 


































2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan 
keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan 
jawawban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai 
dengan literatur yang didapatkan dari berbagi sumber. 
3)  Organzing, yaitu menyusun data secara sistematis seperti 
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, 
serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan dengna 
tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi jaminan 
fidusia. 
4) Conclusing, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari 
perorganisasian data berupa putusan pengadilan Yogyakarta 
nomor : 10/Pid.Sus/@2016/PN.Yyk menggunakan dalil hukum 
islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. 
b. Analisis Data 
Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu 
suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran 
pada masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta 
sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yan 


































gdapat dipahami dengan mudah.
12
 Kemudian permasalahan dan 
data dianalisis dengan hukum pidana Islam.  
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai 
dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini 
dikelompokkan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang 
masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan 
rangkaian yang berkaitan. Untuk memberikan kesan keteraturan dalam 
skripsi ini, makasistematikanya sebagai berikut : 
Bab I, pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II, kerangka konseptual, menguraikan tentang, pengertian hukum 
pidana Islam, pengertian penglihan benda yang menjadi jaminan fidusia, 
hukum mengalihkan benda jaminan fidusia, Pengertian Jaminan fidusia dalam 
hukum Islam, Ancaman pidana jaminan fidusia Menurut Undang-undang. 
Bab III, pemaparan data, penulis akan menampilkan gambaran data dari 
hasil penelitian dengan rumusan masalah, dalam bab ini yang akan 
dipaparkan adalah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang pengalihan 
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 ConsueloG. Sevillia, Pengentar Metodologi Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), 71 


































benda yang menjadi jaminan fidusia yang meiputi : kasus pengalihan benda 
yang menjadi jaminan fidusia dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 
: 10/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk, dakwaan penuntut umum dan amar putusan. 
Bab IV, analisis, menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab dua 
untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada dalam bab tiga, 
berdasarkan analisis hukum pidana islam mengenai pengalihan benda yang 
menjadi benda jaminan fidusia yang kemudian akan disimpulkan pada bab 
lima 
Bab V, penutup, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 








































A. Pengertian Hukum Pidana Islam 
 Secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan 
masdar dari kata faqiha-yafqahu yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga 
berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-
sungguh. Kedua arti fiqh itu dipakai para ulama. Semua kata faqaha dalam 
al-Qur’an memiliki arti paham, misalnya dalam al-Qur’an surat at-Taubah 
ayat 122:
13 
                         
                     
     
 
Artinya:‛Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 




Secara terminologis, fiqh didefinisikan:  
 
‚Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum shara‘ yang berkaitan dengan 
perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan 
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 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah, (Surabaya:Pustaka Idea, 
2015), 1. 
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 Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir, (Bandung: Syaamil Quran, 2011), 
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hukum-hukum shara‘ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil 
yang terperinci‛.15 
Pidana dalam bahasa Arab adalah jari>mah yang secara  etimologis 
berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-Mawardi, pengertian 
jari>mah secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah 
dengan hukuman ha>dd atau ta‘zir. Larangan hukum bisa berwujud 
mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang 
diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang 
dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang di perintah, dia akan 




B. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Ta’zi>r dalam Hukum Pidana Islam 
Ta’zi>r adalah bentuk mashdar dari kata رزع - رزعي  yang secara etimologis 
berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau 
menguatkan.
17
  Hal ini seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut.
18
   
 ِِولوُسَرَو ِهللَِّبِ اوُنِمْؤ ُِّتل ًليِصَأَو ًةَرُْكب ُهوُحِّبَسُتَو ُهوُرِّقَو ُتَو ُهوُِرّزَع ُتَو  
Artinya : 
Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan 
petang.( QS. Al-Fath (48): 9 ) 
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 Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
18
 Ibid. 


































Menurut Al- Fayyumi dalam Al-Misbah al-Munir mengatakan bahwa 
ta’zi>r adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok ha>dd. Penjelasan 
al-Fayumi mengarah pada definisi ta’zi>r secara syari’at sebab ia sudah menyebut 
istilah ha>dd. Takzi>r juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat 
pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman ha>dd.19  
Sanksi jari>mah ta’zi>r maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh 
penguasa atau Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Selain Imam (penguasa) 
atau Hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta’zi>r kepada pelanggar 
hukum syar’i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk 
mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu 




Persyaratan kemaslahatan umum secara rinci diuraikan dalam bidang 
studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.21  Secara umum 
maslahat dapat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat mu’tabarah, maslahat 
mulghah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung manfaat tetapi 
dalam syara’ tidak ditetapkan secara pasti seperti sanksi yang harus ditempuh 
bagi seorang amir Andalusia yang berjimak dengan seorang istrinya pada siang 
hari bulan ramadhan yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sedangkan maslahat 
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 Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, ( Jakarta :1994), 52. 
20
 Ibid, 146. 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 14. 


































mursalah adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah 
dan rasul. Seperti memerangi umat islam yang enggan membayar zakat.
22
  
Maslahat tahsiniyah adalah sesuatu yang bersifat untuk memperindah 
atau berhias manusia. Seperti menggunakan pakaian yang rapi dan 
berkendaraanyang bersih.
23
  Sebagian ulama’ mengartikan ta’zi>r sebagai 
hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba 
yang tidak ditentukan Alqur’an dan Hadith. Ta’zi>r berfungsi memberikan 




Dasar hukum disyariatkannya ta’zi>r terdapat dalam beberapa hadith Nabi 
dan tindakan sahabat. Hadith – hadith tersebut sebagai berikut:25  
Hadith Pertama :  
 
Artinya : 
Dari Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi 
SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu 
Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’I, dan Baihaqi. Disahihkan oleh hakim). Hadith 
tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku 
tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, 
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 Jail Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 
2000), 8. 
23
 Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian 




 Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 140. 


































dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau 






Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, 
Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang 
telah ditentukan oleh Allah SWT.‛ (HR. Muttafaq ‘Alaih). Hadith kedua 
menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang tidak boleh melebihi dari 
sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. 
 Hadith Ketiga. 
 Artinya : 
Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda ‚Ringankanlah hukuman bagi 
orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, 
kecuali dalam jari>mah-jari>mah hudud.‛ (HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan 
al-Bahaqi). Hadith tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman 
ta’zi>r yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan 
hal lainnya. 
 


































Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta’zi>r,26 diantaranya 
yakni: 
a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zi>r hukumnya wajib 
sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyari’atkan untuk 
menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah 
tidak boleh mengabaikannya. 
b. Menurut Syafi’i, ta’zi>r hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara 
atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak 
menyangkut hak adami. 
c. Menurut Hanafiyah, ta’zi>r hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak 
adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak 
dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika 
berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim 
berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan 
keputusan itu, akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka 
boleh meninggalkannya, artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim, 
sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat‚ apa yang diwajibkan kepada 
imam untuk menjalankan hukum ta’zi>r berkenaan dengan hak Allah 
adalah kewajiban yang yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh 
meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan’. 
C. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Takzi>r 
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Tujuan diberlakukannya sanksi ta’zi>r27  yaitu : 
1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan 
jari>mah. 
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jari>mah dikemudian hari. 
3. Kuratif (islah). Ta’zi>r harus mampu membawa perbaikan perilaku 
terpidana dikemudian hari. 
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah 
yang lebih baik. 
Ta’zi>r berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya 
adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa 
maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan 
kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan 
baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta’zi>r agar tidak 
mengulangi perbuatannya. 
D. Ruang Lingkup Ta’zi>r 
Pembagian bentuk jari>mah ta’zi>r berdasarkan dari sumbernya ada dua 
bentuk jari>mah ta’zi>r yaitu jari>mah ta’zi>r penguasa (ulul amri) dan jari>mah ta’zi>r 
syara’. Kedua jari>mah ta’zi>r tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, 
persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua 
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bentuk jari>mah ta’zi>r disebutkan oleh syara’. Adapun perbedaannya adalah ta’zi>r 
penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai 
jari>mah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jari>mah dan berkaitan dengan 
kemaslahatan umum, sedangkan jari>mah ta’zi>r syara’ bersifat abadi dan 
selamanya dianggap jari>mah.28 
Adapun contoh jari>mah ta’zi>r  syara’ yang dijatuhi hukuman ta’zi>r adalah 
: Memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi dan  
lain-lain.  Sedangkan contoh jari>mah ta’zi>r penguasa adalah pengaturan lalu 
lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah 
tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.
29
 
 Hukuman ta’zi>r berdasarkan segi penjatuhannya yaitu: 
 Pertama, hukuman ta’zi>r sebagai hukuman tambahan atau pelengkap 
hukuman pokok. Misalnya hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus 
pezina ghair mughsan menurut mazhab hanafi merupakan contoh bentuk 
hukuman tambahan yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada 
jari>mah hudu>d. 
Kedua, hukuman ta’zi>r sebagai pengganti hukuman pokok. Misalnya 
hukuman pokok pada setiap jari>mah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara 
meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan 
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tersebut. Karena keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut 
tidak boleh dijatuhkan. Dan kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jari>mah 
hudud atau qishas dapat mengubah status jari>mah tersebut berubah menjadi 
jari>mah ta’zi>r. Adapun kaidah yang terkait dengan hukuman pokok ha>dd tidak 




Hindari (penjatuhan) hukuman ha>dd (karena) adanya kesamaran (syubhat).   
ketiga, hukuman ta’zi>r sebagai hukuman pokok bagi jari>mah ta’zi>r syara’ 
misalnya memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging 
babi, dan keempat, hukuman ta’zi>r sebagai hukuman pokok bagi jari>mah ta’zi>r 
penguasa. Jari>mah ta’zi>r ini disebut sebagai jari>mah ta’zi>r kemaslahatan umum 
sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. 




‚Ta’zi>r‛ bergantung pada kemaslahatan. 
 


































E. Konsep Pemidanaan Dalam Fokus Jari>mah 
1. Pengertian Jari>mah 
Kata "Jinayah" merupakan bentuk (masdar) dari kata "jana>". Secara 
etimologi "jana>" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan 
perbuatan dosa atau perbuatan salah.
30
 Seperti dalam kalimat jana 'ala 
qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. 
Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, 
artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut 
jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah 
dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara 
terminologi Jari>mah adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh 
Allah SWT dengan hukuman ha>dd atau ta’zi>r.31 Larangan-larangan tersebut 
adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan.
32
 Dengan kata-kata ‚Syara‛ pada pengertian 
tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jari>mah apabila dilarang oleh 
Syara’. 
Istilah lain kata jari>mah disebut juga jinayah mempunyai beberapa 
pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian 
jari>mah adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 
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perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi 
memberikan definisi jari>mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
agama (syara') yang diancam dengan hukuman ha>dd atau ta’zi>r.33 
Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-
kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu 
mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya dalam 
hukum Islam, kejahatan (jari>mah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-
larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa 
hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang 
tidak diperintahkan, dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan 
yang hanya dilarang oleh syari’at. Bisa kta sebut dengan kata lain, 
melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan 




Pengertian "jinayah" atau "jari>mah" tidak berbeda dengan pengertian 
tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). 
Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" 
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2. Macam-Macam Jari>mah 
Dilihat dari segi berat-ringannya hukaman, jari>mah dapat dibagi 
menjadi tiga bagian yaitu:
36
 
a. Jari>mah Hudu>d 
Kata hudu>d adalah bentuk jama’ dari kata ( دَح). Secara etimologi, 
kata ( ِدَح) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling 
bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah 
yang lainnya.
37
 Menurut Ahmad Hanafi, jari>mah hudu>d adalah jari>mah 
yang diancamkan hukuman ha>dd yaitu hukuman yang telah ditentukan 
macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. 
Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang 
dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk 
memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat 
penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan 
masyarakat,
38
 penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. 
Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa 
digugurkan, baik oleh individu mapun oleh masyarakat. Sedangkan kata      
 ِدَح secara terminologi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang 
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Dapat dipahami bahwa ciri khas dari jari>mah hudu>d yaitu: pertama, 
hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah 
ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. 
Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada 
hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. 
b. Jari>mah Qishas-Diyat 
Menurut bahasa kata qishas adalah bentuk masdar, sedangkan 
bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga 
berasal dari kata Iqtashasha yang artinya ‚mengikuti‛, yakni mengikuti 
perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. 
Jari>mah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam 
dengan hukuman qishash atau hukuman diyat.
40
 Hukuman yang berupa 
qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman 
yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah 
maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), 
dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jari>mah dan 
apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.
41
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Ciri-ciri dari jari>mah qishas diyat adalah pertama, hukumannya 
sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara’ dan 
tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua,hukuman tersebut 
merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, korban 
atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. 
c. Jari>mah Ta’zi>r 
Menurut etimologi, lafadz  ريزعتلا berasal dari kata:  َ ِر َّزَعyang 
sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan 
menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Sedangkan 
secara terminologi, ريزعتلا didefinisikan oleh al-Mawardi adalah sebagai 
berikut: ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 
dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara’. Wahbah 
Zuhairi memberikan definisi ta’zi>r yang mirip dengan al-Mawardi 
adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah 
yang tidak dikenakan hukuman ha>dd dan tidak pula kifarat. 
Istilah jari>mah ta’zi>r menurut hukum pidana Islam adalah 
tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan 
dosa yang tidak ada sanksi ha>dd dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, 
ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh 
hakim. Jadi ta’zi>r merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik 
yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-
hukuman ta’zi>r tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena 
syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang 


































seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan 
katan lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana 
beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan 
oleh syara’.42 
Dapat diketahui dari definisi tersebut bahwa beberapa hukuman 
ta’zi>r tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara’ 
hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-
ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Hemat penulis, 
penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta 
hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara’. 
Penjatuhan hukuman ta’zi>r atas meninggalkan mandub atau 
mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi 
kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang 
merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan 
yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan 
tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. 
Sifat yang menjadikan alasan (illat) dikenakannya hukuman atas 
perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan 
umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan 
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Menurut Abdul Qadir Awdah membagi jari>mah ta'zi>r menjadi 
tiga yaitu: 
1) Jari>mah hudud dan qishas diyat yang mengandung unsur syubhat 
atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap 
perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan 
ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda 
2)  Jari>mah ta'zir yang jenis jari>mah-nya ditentukan oleh nash, 
tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti 
sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengingkari janji, 
mengkhianati amanat, dan menghina agama. 
3) Jari>mah ta'zir yang jenis jari>mah sanksinya secara penuh menjadi 
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. 
Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling 
utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan 




Hukuman-hukuman ta’zi>r ditinjau dari segi tempat dilakukannya 
hukuman, yaitu: 
1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman 
mati, dera, penjara dan sebagainya. 
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2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, 
seperti ancaman, peringatan dan teguran. 
3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, 
seperti diyat, denda dan perampasan harta.
45
 
3. Unsur-Unsur pemidanaan. 
Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang 




a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash) 
Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan 
mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut 
pelanggaran terhadap syari’at manakalaperbuatan tersebut telah 
terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan. 
Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari’at 
yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh 
manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah 
dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra’ ayat 15:  
                      
                     
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‚Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 
Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya 
sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul.‛47 
 
b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)  
Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk 
jari>mah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak 
berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara 
sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak 
pidana (jari>mah) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut 
terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum 
pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan 
dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya 
tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya 
perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah 
menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena 
sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut 
sebagai tindakan melawan hukum.
48
 
c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)  
Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang 
mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 
jari>mah yang diperbuatnya.10Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
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tindak pidana (jari>mah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah 
mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan 
mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun 
mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila 
seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia 
tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya 
kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat 
dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui 
hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah 
bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan 
baru tinggal sebentar di wilayah muslim. 
Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu 
perbuatan untuk digolongkan kepada jari>mah. Disamping unsur umum, 
pada tiap-tiap jari>mah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat 
dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang 
hanya terdapat pada peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda 
antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu dengan jenis jari>mah 
yang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur 
umum dan unsur khusus pada jari>mah itu ada perbedaan. Unsur umum 
jari>mah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jari>mah, sedangkan 
unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis 
tindak pidana (jari>mah). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana 











































































A. Kronologis tindak pidana pengalihan benda yang menjadi jaminan fiduisa. 
Terjadi tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, 
menghilangkan atau dengan sengaja atau dengan cara apapun memberikan 
keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu 
pihak tidak akan melahirkan jaminan fidusia. Modusnya yaitu membaliknamakan 
benda jaminan fidusia dalam hal ini mobil avanza kepada pihak lain tanpa 
sepengatahuan si pemberi fidusia. Dwi Candra Witati, yang tinggal di Bintaran 
Wetan Rt 02 Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul, dalam hal ini 
perempuan 39 tahun ini menjadi terdakwa yang melanggar pasal 35 UU No. 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. 
Modus pelaku yakni pelaku ingin membeli mobil avanza hitam No. Pol. 
AB-1388-IE tahun 2008_kepada saksi Muhammad Nur Faiq seharga Rp 
135.000.000,- yang saat itu Muhammad Nur Faiq sedang membutuhkan uang 
untuk usaha milik saksi, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara leasing, 
saat itu terdakwa yang kemudian mengajukan permohonan pembiyaan konsumen 
kepada PT Astindo Nusantara Jaya Finance (ANFJ) (sekarang PT Mitra 
Pinasthika Mustika) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 09 Rt 121 Rw 03 
Gowangan Jetis Yogyakarta,  
Perjanjian tersebut ditandai dengan lahirnya formulir permohonan 
pembiayaan, yaitu dengan uang muka sebesar 20.250.000,- dari Dwi Andar 


































Witati kemudian menyusul kurangnya yang sebesar Rp 114.750.000,- telah 
ditanggung oleh PT. Astindo Nusantara Jaya Finance. Dalam perjanjian tersebut 
yaitu perjanjian konsumen No. 810201101632 tanggal 11 Mei 2011 besar 
angsurannya adalah Rp 3.348.000,- selama 48 bulan.  
Selama masa perjanjian berlangsung, mobil avanza hitam yang 
seharusnya dalam penguasaan Dwi Andar Wati sabagai pembeli Mobil tersebut 
ternyata masih dikuasai oleh Muhammad Nur Faiq yaitu yang telah menjual 
mobil tersebut. Yang membayar uang angsuran kepada PT. Astindo Nusantara 
Jaya Finance juga Muhammad Nur Faiq. Kemudian Muhammad Nur Faiq 
menyerahkan mobil tersbut kepada keluarganya di Tuban Jawa Timur, dan 
berhenti membayar angsuran kepada PT. Astindo Nusantara Jaya Finance pada 
angsuran yang ke-. 
Fakta yang didapat dilapangan mulai dari kwitansi palsu sebagai uang 
muka untuk membeli mobil, penguasaan benda jaminan fidusia, serta tidak 
selesainya angusran pada angusran ke-37 samapi angsuran ke-48, sehingga 
membuat perjanjian dalam Jaminan fidusia yang telah dimohonkan kepada PT. 
Astindo Nusantara Jaya Finance menjadi batal. 
B. Dakwaan 
Dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa 
dalam sidang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 mengjukan tuntutannya 
(reqisitor) yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim/ Hakim Pengadilan 
Negeri Yogyakarta yang akan memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan 
: 


































1. Menyatakan bersalah terdakwa atas nama Dwi Andar  Witati melakukan 
tindak pidana ‚menalihkan benda yagn menjadi jaminan fidusia‛ 




2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Dwi Andar Witati 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama masa 
ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 1 
(satu) buan kurungan.  
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen an. Dwi Andar 
Witati. 
b. 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia asli antara Dwi Andar 
Witati dengan penerima fidusia PT Mitra Pinastika Mustika (MPM). 
c. 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol. 
AB 1388 IE an. Muhammad Nur Faiq. 
d. 1 (satu) bendel leges salinan keputusan menteri keuangan Nomor : 
KEP-143/KM.10/2012 tentan gperubahan atas keputusan menteri 
keuangan nomor : 68/KM.017/1994 tentang pemberian ijin usaha 
pembiayaan kepada PT Elbetama Finance. 
e. 1 (satu) bendel leges Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT 
Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 88 tanggal 29 Pebruari 
2012. 
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f. 1 (satu) lembar leges keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor : AHU-11380.AH.01.02 Tahun 2012 tentang 
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Maret 
2012. 
g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol. AB 1388 IE 
warna hitam metalik an. Muhammad Nur Faiq d.a. jalan Manggis 65 
Gaten 6/28 Condong catur Depok Sleman beserta kunci dan 
STNKnya. 
h. Menetapkan supaya Terdakwa Dwi Andar Witati dibebani untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-  (dua ribu rupiah) 
C. Amar Putusan  
1. Menyatakan terdakwa Dwi Andar Witati tersebut diatas, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‚dengan 
sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara 
apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal 
tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan 
perjanjian jaminan fidusia‛ sebagaimana dalam dakwaan alternatif 




2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dwi Andar Witati olej karena itu 
edengan pidana epenjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar 
Rp. 1.000.000,- 1(satu juta ruiah). 
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3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.51 
6. Mentapkan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen an. Dwi Andar 
Witati. 
b. 1 ( satu) bendel sertifikat jaminan fidusia asli antara Dwi Indar 
Witati dengan penerima fidusia PT. Mitra Pinastika Mustika 
(MPM). 
c. 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol 
AB 1388 IE an. Muhammad Nur Faiq. 
d. 1 (satu) bendel leges salinan keputusan menteri keuangan Nomor : 
KEP-143/KM.10/2012 tentang perubahan atas keputusan menteri 
keuangan nomor : 68/KM.017/1994 tentang pemberian ijin usaha 
pembiayaan kepada PT Elbetama Finance. 
e. 1 (satu) bendel leges pernyataan keputusan pemegang saham PT 
Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 88 tanggal 29 Pebruari 
2012. 
f. 1 (satu) lembar leges keputusan Menteri  
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g. Hukum dan Hhak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-11380.AH.01.02 
Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan tanggal 01 Maret 2012 
h. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol. AB 1388 IE 
warna hitam metalik an. Muhammad Nur Faiq d.a. jalan Manggis 65 
Gaten 6/28 Condong catur Depok Sleman beserta kunci dan 
STNKnya.     
i. Membebenkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 










































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  SANKSI PIDANA 
PENGLIHAN BENDA YANG MENJADI JAMINAN FIDUSIA DALA 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR : 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. 
A. Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 
No: 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Tentang pangalihan benda yang menjadi Jaminan 
fidusia.  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana pengalihan benda yang menjadi jaminan fidusia. 
Adapun alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis 
Hakim, sebagai berikut: 
Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah 
bersesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan ataukan  sebaliknya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa 
dengan Dakwaan yang disusun secara yaitu Alternatif yaitu melanggar ketentuan 
Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 tantang Jaminan fidusia dan 
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 : 
Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 
dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
 


































1. Unsur barang siapa ; 
2. Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan 
atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yan 
gjika hal tersebut deketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan 
perjanjian jaminan fidusia;  
Ad. 1 Unsur ‚barang siapa ‚ : 
Menimbang bahwa yang dimaksud ‚barang siapa‛ yaitu setiap 
orang yang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana 
yang memiliki hak dan kewajiban serta dapa dipertanggungjawabkan 
secara hukum. 
Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas terdakwa 
dengan dengan identitias dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka 
Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwahaannya 
adalah yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa. Disamping itu di 
dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan 
Majelis Hakim dan Peuntut Umum dangan baik dan lancar, sehat jasmani 
dan rohani, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hal tersebut 
menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab 
secara hukum, dengan demikian unsur ‚barang siapa‛ telah terpenuhi. 
Ad. 2 Unsur ‚dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan 
atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan 
yang jika hal tersebut deketahui oleh salah satu pihak tidak akan 
melahirkan perjanjian jaminan fidusia;  


































Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memalsukan, adalah 
membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar). 
Menimbang bahwa seseuai fakta di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti 
dan petunjuk sabagai mana diuraikan dalam sidang: 
 Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nur 
Faiq, kemudian saksi Muhammad Nur Faiq mengatakan 
membutuhkan uang untuk usahanya dan meminta tolong kepada 
Terdakwa. Terdakwa berniat membantu saksi Muhammad Nur 
Faiq yaitu dengan jalan membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza 1300 
G No. Pol. AB-1388-IE tahun 2008 a hitam metalik Nomor r 
DC79874 atas nama Muhammad Nur Faiq dengan pembiayaan 
Leasing. Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 mengajukan 
permohonan pembiayaan konsumen ke PT AUSTINDO 
NUSANTARA JAYA FINANCE (ANJF), sekarang bernama PT 
Mitra Pinasthika Mustika (MPM) di Jalan P. Diponegoro No. 09 
Rt 121 Rw o3 Gowongan Jetis Yogyakarta.  
 Bahwa sesuai formulir permohonan pembiayaan, Mobil Avanza 
No. Pol.AB-1388-IE dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 
135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang muka 
sebesar Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus ima puluh ribu 
rupiah), kemudian kekurangan pembayaran sebesar Rp 
114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu 


































rupiah) dibiayai oleh PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Sesuai 
perjanjian Permbiayaan konsumen Normor 810201101632 tanggal 
11 Mei 2011 besar angsuran setiap bulannya adalah Rp 3.348.000, 
(tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) selama 48 
(empat puluh delapan) bulan;- 
 Bahwa saksi Muhammad Nur Faiq masih menguasai mobil 
Avanza No. Pol. AB-1388-1E dan kemudian mobil tersebut 
diserahkan ke keluarga saksi Muhammad Nur Faig di Tuban Jawa 
Timur. Saksi Muhammad Nur Faig tidak mengangsur pada 
angsuran yang ke-43  
 Bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah beli mobil avanza dari 
saksi Muhammad Nur Faiq  pinjaman dana dari PT Mitra 
Pinasthika Mustika (MPM) 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelaslah 
bahwa Terdakwa telah memalsukan permohonan pembiayaan 
konsumen dan apabila pihak PT Mitra Pnasthiika Mustika (MPM) 
mengetahui bahwa perjanjian jual beli mobil tersebut hanya fiktif 
maka tidak akan melahirkan perjanjian jamiman fidusia a dalam 
Akta jaminan fidusia yang dibuat di Notaris Fredrika 
Listyaningdyah Probosari, SH, M. KN, dengan demikian unsur ini 
telah terpenuhi. 


































Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 
UU No, 42 Tahun 1999 tentang Jamianan Fidusia telah terpenuhi, 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam alternatif dakwaan pertama Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama 
telah terpenuhi/ terbukti, maka dakwaaan selebihnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi;- 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebaga alasan pembenar dan 
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalahah dan 
dijatuhi pidana. 
Menimbang. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penahanan yang sah. maka masa penahanan 
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 


































Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.   
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa maka perlu dipertimibangkan terlebih dahulu keadaan 
yarng mermberatkan dan yang meringankan Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain. 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa sopan dipersidangan 
- Terdakwa hanya dipinjam nama 
- Terdakwa tidak mendapalkan untung 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa mangakui kesalahannya dan berjanji tidak akan 
menglangi tindak pidana lagi 
- Terdakwa relatif masih muda sehinga dapat diharapkan 
mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. 
Menimbang bahwa karena Terdakwa dijathui pidana maka 
harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
Memperhatikan, Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 


































tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundng-undangan 
lain yang bersangkutan. 
Penulis disini melihat Majelis Hakim pada tingkat ini telah 
memberikan keputusan final kepada terdakwa yakni pidana 
penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah). Karena telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 
35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, 
yang mana ketentuan pidananya bagi siapapun yang melanggar 
pasal tesebut adalah ‚pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun 2 dan denda paling sedikit Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
100.000.000,- (seratus juta rupiah).  
Kita mengetahui bahwa Majelis Hakim telah menjatuhi 
pidana dibawah ketentuan pasal diatas, dimana penjara minimal 
adalah 1(satu) tahun disini Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan 
3 bulan, dan denda yang sehaursnya minimal adalah Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disini terdakwa dijatuhi denda 
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
Prakteknya Majelis Hakim di sini, seharusnya Majelis 
Hakim memberikan sanksi yang lebih berat lagi karena Terdakwa 
secara sadar sengaja melakukan hal tersebut yang besar 
kemungkinan untuk merugikan lembaga yang berangkutan bahkan 


































orang lain yang turut melakukan perjanjian dengan lembaga 
tersebut bisa mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan 
oleh Terdakwa. 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim 
tentang Mengalihkan Benda yang menjadi Jaminan fidusia Dalam 
Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. 
Jaminan fidusia telah dijelaskan Dalam Al Qur’an, Surah Al 
Baqarah 283 
                         
                         
                      
Artinya: 
‚Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya,  Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.‛  
 
Hadith riwayat ‘Aisyah 
 ْوُه َي ْنِم ىَر َتْشا َمهلَسَو ِوْيْلَع ُالله ىَلَص هِبِهنلا هَنأ اَه ْ نَع ُالله َىِضَر َةَشِءاَع ْنَع ٍلَجَأ َلَِإ اًماَعَط ِّيِد
 ٍدْيِدَح ْنِم اًعْرِد ُوْنِم َنَه َتْراَو ,ٍمْوُلْعَم 
 


































‚Dari ‘Aisyah ra sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo 
tertentu, Beliau menjaadikan baju perangnya menjadi jaminan 
utang tersebut‛52(HR.Shahih Bukhari) 
Asy-Syafi’i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali 
dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak 
berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab 
Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) rahin 
dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh 
murtahin. Jika jaminan sudah berada ditangan murtahin, orang yang 
menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan asy-
Syafi’i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak 
merugikan/membahayakan pemegang gadaian. 
Jaminan fidusia (rahn tasjyili) sendiri menurut MUI adalah 
jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa 
yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah 
kemepmilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) 
tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan fidusia 
(rahin).  
Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283, ulama fiqh sepakat 
menyatakan bahwa Al-Rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam 
keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang 
atau dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang.  Maksudnya 
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adalah karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/ dikuasai oleh 
pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam 
pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun 
(menjadi angunan utang). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah, 
maka yang dikuasai (al-qabdh) adalah surat tanah (sertifikat tanah). 
Kasus di atas kita tahu bahwa tindakan mengalihkan benda yang 
menjadi jaminan fidusia adalah perbuatan yang merugikan dalam hal ini 
karena dengan sengaja tidak menyelesaikan angsuran dan mengalihkan 
jaminan fidusia. 
Menurut hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa merupakan jari>mah. Jari>mah menurut bahasa adalah melakukan 
perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh 
manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang 
lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, jari>mah merupakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang syara’, yang diancam dengan hukuman ha>dd atau 
ta’zi>r. 
Selain itu, jika mengkaitkan dengan jari>mah yang ada dalam 
hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis 
jari>mah takzi>r. Takzi>r berarti mencegah dan menolak. Ta’zi>r sebagai 
hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan 
hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadith, serta hukuman 
diserahkan kepada hakim. Takzi>r juga berfungsi memberikan pengajaran 
kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi 


































perbuatan yang serupa, jadi dapat dipahami, jari>mah takzi>r merupakan 
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman ha>dd dan 
tidak pula kifarat. 
Penjatuhan hukuman ta’zi>r atas meninggalkan mandub atau 
mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi 
kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan 
tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan 
golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak 
diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang 
menjadikan alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut 
adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila 
dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, 
perbuatan tersebut dianggap jari>mah dan pelaku dikenakan hukuman. 
Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila 
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada 
yang khusus.Adapunyang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah 
adalah sebagai berikut  
a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash) 
Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan 
mengancamkan hukuman terhadapnya.Suatu perbuatan dapat disebut 
pelanggaran terhadap syari’at manakalaperbuatan tersebut telah 
terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan. 
Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan 


































syari’at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang 
dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana 
ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra’ ayat 
15:  
                      
                     
 
 ‚Artinya : ‚Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya 
sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul.‛  
 
b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)  
Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk 
jari>mah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak 
berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara 
sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak 
pidana (jari>mah) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut 
terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum 
pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan 
dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya 
tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya 
perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah 
menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena 


































sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut 
sebagai tindakan melawan hukum.  
 
c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)  
Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang 
mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 
jari>mah yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana (jari>mah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah 
mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan 
mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun 
mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila 
seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia 
tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya 
kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat 
dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui 
hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah 
bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan 
baru tinggal sebentar di wilayah muslim.  
Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu 
perbuatan untuk digolongkan kepada jari>mah. Disamping unsur umum, 
pada tiap-tiap jari>mah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat 
dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang 


































hanya terdapat pada peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda 
antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu dengan jenis jari>mah 
yang lainnya. 
Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan kasus di Pengadilan 
Negeri Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk, memang ada 
landasan hukum tentang diadakkannya Al-Rahn  yang landasannya adalah 
Q.S Al-Baqarah : 283 dan hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari No. : 
2252, namun aturan mengenai akibat dari pelanggaran perjanjian tersebut 
tidak dibahas secara jelas, sehingga  kasus tersebut apabila dikaitkan 
dengan hukum pidana islam maka jaarimah yang diterpkan kepada pelaku 
kasus tersebut adalah jari>mah takzi>r yang merusak membahayakan atau 
merugikan kepentingan umum, karena jika melihat jalannya persidangan 
dalam kasus itu terdakwa mengaku secara sadar melakukan tindakan 
mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia yang artinya terdakwa 
sudah membahayakan dan merugikan kepentingan umum. 
Hampir semua sanksi dalam hukum pidana Islam, diterapkan 
untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun 
kolektif, dalam pelaksanaan hukuman jari>mah takzi>r, mutlak menjadi 
wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau 
rakyat. Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku jari>mah takzi>r, dan hakim sebagai ulil 
amri mempunyai hak untuk memutus perkara tersebut dan hakim harus 


































lebih melihat kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan sehingga membawa 
hasil yang baik dan memberikan efek jera terhaddap terdakwa. 
Disisi lain terdakwa telah memenuhi rukun syar’i hukum pidana 
Islam yang meliputi unsur formil yaitu adanya undang-undang yang 
mengatur dalam hal ini adalah pasal 35 undang-undang No. 42 tahun 1999 
tentang jaminan fidusia, unsur materiil yaitu terdakwa telah mengakui 
bahwa perbuatannya telah melanggar pasal 35 undang-undang No. 42 
tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang datang dari niatnya sendiri yang 
mengakibatkan kerugian pada orang lain, unsur moril yaitu terdakwa 
mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, dalam kata 
lain terdakwa adalah seorang mukallaf. 
Sehingga pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam sudah sesuai 
yakni hukuman penjara selama 3 bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah). 
Selain hal di atas, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan 
hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks hukum pidana 
Islam, menurut penulis sudah sesuai dengan. Melihat dari hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan 
yakni perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan dan 
merugikan kepentingan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan 
yakni dalam hal ini terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan 
yang ia perbuat dan menyesalinya serta bertobat tidak akan 


































mengulanginya lagi, usia terdakwa masih muda sehingga masih 
diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. 
 
 




































Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan 
sekaligus untuk menjawab rumusalan masalah yang telah penulis 
paparkan pada bab I maka dapat disimpulkan dalam bab V ini sebagai 
berikut :  
1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  Nomor. 
10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk, tentang sanksi tindak pidana mengalihkan 
benda yang menjadi jaminan fidusia oleh terdakwa Dwi Andar Witati, 
dengan dakwaan alternative yang diajukan oleh penuntut telah 
melakukan hal-hal yang membuat jaminan fidsia batal, dan terdakwa 
telah terbukti dan mengaku bersalah dab membenarkan dakwaan 
penuntut dalam pengadilan, yang melanggar Pasal 35 Undan-Undang 
No. 42 tahun 1999 oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dijatuhi pidana 
selama 3 bulan penjara dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) hukumannya adalah sanksi kumulatif. Berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam 
menentukan hukuman, keputusan hakim tersebut sudah tepat, 
meskipun dari segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi 
pelaku. 
2. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam pertimbangan hakim dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 


































10/Pid.Sus/2016.PN.Yyk tentang pengalihan benda yang menjadi 
jaminan fidusia, sesuai dengan rukun Syar’i Hukum Pidana Islam. 
Rukun Syar’i Hukum Pidana Islam meliputi 3 Unsur, antara lain 1.  
Unsur Formil yaitu adanya undang-undang yang mengatur dalam hal 
ini adalah Pasal 35 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang 
Jaminan fidusia, 2. Unsur Materiil yaitu terdakwa telah mengakui 
bahwa perbuatannya telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang No. 
42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang datang dari niatnya 
sendiri yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, 3. Unsur Moril 
yaitu Terdakwa Mampu bertanggung jawab atas apa yang telah 
diperbuatnya, dalam kata lain Terdakwa adalah seorang Mukallaf, 
dalam hukum pidana islam hal ini masuk dalam kategori jari>mah 
ta’zi>r. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis 
menyajikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya dalam memuts suatu perkara hakim sudah 
mempertimbangkan dengan sangat bijak melihat kondisi terdakwa 
yang baik dalam persidangan serta untung rugi terdakwa dalam 
kasusu ini, sabaiknya asas legalitas tetap dipertahankan atau diakukan 
update dalam undang-undang jaminan fidusia yang dapat menjawab 
kasus diatas sehingga hakim tidak perlu menjatuhkan pidana dibawah 
ketentuan. 


































2. Semoga dengan adanya kasus diatas menjadi pembelajaran bagi kita 
semua agar tidak melanggar perjanjian yang dapat membahayakan 
atau bahkan merugikan kepentingan publik.   
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